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BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
198 /KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tanggal 17 Maret 2016 dan
Sumatera Selatan Nomor

Utang

Surat Edaran Gubernur
: 900/0928/BPKAD-VII/2016 tentang Penyaluran/Transier
Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2016, periu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Revisi Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Mengingat ¥,
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

“cmbaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4421);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Hﬂ"11£*i1,,:;‘_;;11*; antara Pemerintah Pusat dan Peﬂ’ket“int,ahzi.l} Daerah
\Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1260,
lTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);

/ ?:_7'1‘}r'}’Fs-f’.f_¢£-1_J-t"ld_;—‘;1’t£€ Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematan g Jlir (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22. Tambahan
Lembaran Ne oara Republik Indonesia Nomor 5400);

< Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermntahan

-

Laeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2014

NOmor 244. Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
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daln rengawasan 1138 Penvelenggaraan remerintan Daeral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4|

Feraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standa

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indon:
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tamba
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18.

19,
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Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dart Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 095 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga Pembentukan Organisasi dan
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MEMUTUSKAN

REVISI

Pasal 1

‘all fendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdin
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Pasal 2

NingKasan Kevisi Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantun

dalam Lampiran | Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang lir

Pasal 3
Revisi Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebin lanjul
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Pelaksanaan Penjabaran APBD yang dite tapkan dalam peraturan mi dituangkan I
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cetentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulal berlaku pada tanggal
ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan pengunda:
yati Penukal Abab Lematang lhr.
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